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Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of the misuse of well-known trademarks in the circulation of
counterfeit products on marketplaces. The research focuses on legal protection mechanisms for well-known
trademarks, the types of violations that occur, and law enforcement efforts by the authorities. The research
method used is normative legal research with a socio-legal approach, through literature studies of legislation,
legal doctrines, and law enforcement practices in the field. The results indicate that the misuse of well-known
trademarks on marketplaces is increasing along with the development of electronic commerce. Legal protection
for well-known trademarks in Indonesia is clearly regulated, yet challenges remain in implementation and
supervision, particularly regarding identification of counterfeit products and enforcement of sanctions. This
study provides key recommendations for strengthening legal mechanisms, increasing public awareness, and
encouraging active marketplace involvement in preventing counterfeit product circulation.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penyalahgunaan merek terkenal dalam
peredaran produk palsu di marketplace. Fokus penelitian mencakup mekanisme perlindungan hukum
terhadap merek terkenal, bentuk pelanggaran yang terjadi, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan
pihak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
yuridis-sosial, melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan
hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan merek terkenal dalam
marketplace semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan elektronik. Perlindungan
hukum terhadap merek terkenal di Indonesia telah diatur secara tegas, namun masih terdapat kendala dalam
implementasi dan pengawasan, terutama terkait identifikasi produk palsu dan penegakan sanksi. Penelitian
ini memberikan rekomendasi penting bagi penguatan mekanisme hukum, peningkatan literasi masyarakat,
serta peran aktif marketplace dalam mencegah peredaran produk palsu.

Kata kunci: merek terkenal, produk palsu, marketplace, perlindungan hukum, penegakan hukum.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan elektronik atau marketplace di Indonesia telah
membawa perubahan signifikan dalam kegiatan ekonomi dan konsumsi masyarakat.
Marketplace memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai produk dari berbagai
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penjual dengan cepat, mudah, dan efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul
berbagai tantangan hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan merek terkenal dan
peredaran produk palsu. Produk palsu yang dijual melalui marketplace tidak hanya
merugikan pemilik merek, tetapi juga mengancam kepercayaan konsumen, kualitas
barang yang dikonsumsi, serta integritas pasar secara keseluruhan. Fenomena ini
menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap merek
terkenal dalam era perdagangan digital.

Merek terkenal merupakan aset penting bagi perusahaan karena mencerminkan
identitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang
ditawarkan. Dalam konteks hukum, merek terkenal mendapatkan perlindungan lebih
dibanding merek biasa karena potensi kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan lebih
besar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
mengatur secara jelas hak eksklusif pemilik merek dan sanksi bagi pihak yang melakukan
pelanggaran. Meskipun regulasi sudah ada, praktik peredaran produk palsu melalui
marketplace menunjukkan bahwa penerapan hukum masih menghadapi sejumlah
kendala, termasuk identifikasi produk palsu, pembuktian penyalahgunaan merek, serta
koordinasi antara pihak berwenang dan platform digital.

Peredaran produk palsu di marketplace merupakan bentuk pelanggaran merek
yang kompleks. Produk palsu tidak hanya meniru logo atau nama merek terkenal, tetapi
seringkali menyalahi desain kemasan, kualitas, dan atribut lain yang membuat konsumen
tertipu. Marketplace, sebagai perantara penjualan, memiliki tanggung jawab moral dan
legal untuk mencegah penjualan barang palsu. Namun, keterbatasan mekanisme verifikasi
dan pengawasan membuat praktik ini sulit dikontrol secara optimal. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan merek terkenal meningkat seiring dengan
pertumbuhan e-commerce, terutama ketika transaksi dilakukan secara anonim dan lintas
wilayah, sehingga penegakan hukum menjadi lebih menantang.

Permasalahan hukum yang muncul akibat peredaran produk palsu melibatkan
berbagai pihak, termasuk konsumen, pemilik merek, marketplace, dan aparat penegak
hukum. Konsumen menghadapi risiko membeli produk yang tidak sesuai standar kualitas,
sedangkan pemilik merek mengalami kerugian ekonomi dan reputasi. Marketplace, meski
berperan sebagai platform, memiliki tanggung jawab dalam pencegahan penyebaran
produk palsu, baik melalui kebijakan internal maupun kerja sama dengan pihak
berwenang. Sementara itu, aparat hukum dituntut untuk melakukan pengawasan dan
penegakan hukum secara efektif, termasuk investigasi, pemblokiran penjual, dan sanksi
terhadap pelanggar. Kompleksitas hubungan antar-pihak ini menuntut adanya kerangka
hukum yang jelas dan implementasi yang konsisten agar perlindungan merek terkenal
berjalan optimal.
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Selain aspek hukum, faktor sosial-ekonomi turut mempengaruhi penyalahgunaan
merek terkenal. Permintaan konsumen terhadap produk bermerek dengan harga
terjangkau menjadi salah satu pemicu munculnya produk palsu. Banyak konsumen tidak
menyadari perbedaan antara produk asli dan palsu, sehingga penjual memanfaatkan
peluang ini untuk memperoleh keuntungan. Di sisi lain, pemilik merek terkenal
menghadapi tantangan dalam mengedukasi konsumen dan meningkatkan literasi
mengenai ciri-ciri produk asli. Upaya edukasi ini menjadi bagian penting dalam strategi
perlindungan merek, karena kesadaran konsumen dapat menjadi alat preventif terhadap
peredaran barang palsu Selain itu, marketplace sebagai platform digital memiliki peran
strategis dalam menekan penyebaran produk palsu. Beberapa marketplace telah
mengembangkan sistem verifikasi penjual, pelaporan produk ilegal, dan penggunaan
teknologi untuk mendeteksi barang palsu. Namun, efektivitas sistem ini masih perlu
ditingkatkan melalui regulasi yang mengikat secara hukum, peningkatan koordinasi
dengan aparat penegak hukum, serta kesadaran penjual dan pembeli. Pendekatan hukum
semata tidak cukup; integrasi antara kebijakan legal, teknologi, dan edukasi masyarakat
menjadi kunci untuk mengurangi praktik penyalahgunaan merek terkenal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang muncul
akibat penyalahgunaan merek terkenal dalam peredaran produk palsu di marketplace.
Fokus analisis mencakup tiga hal utama: pertama, mekanisme perlindungan hukum
terhadap merek terkenal; kedua, bentuk dan modus penyalahgunaan merek dalam
marketplace; ketiga, strategi penegakan hukum dan peran marketplace dalam mencegah
peredaran produk palsu. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan penelitian dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif, meningkatkan
kesadaran masyarakat, dan memperkuat peran marketplace sebagai medium
perdagangan yang aman dan tepercaya.

Secara lebih luas, penelitian ini relevan dengan perkembangan ekonomi digital dan
perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Meningkatnya transaksi online
menuntut penyesuaian regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang adaptif. Analisis
hukum terhadap penyalahgunaan merek terkenal di marketplace menjadi penting tidak
hanya bagi pemilik merek, tetapi juga bagi pemerintah, marketplace, dan masyarakat luas.
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan
praktisi hukum dalam mengembangkan strategi perlindungan merek yang komprehensif
dan responsif terhadap tantangan era digital.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
normatif-yuridis yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan
praktik penegakan hukum terkait merek terkenal. Penelitian ini juga mempertimbangkan
aspek sosial-ekonomi dan teknologi sebagai bagian dari konteks peredaran produk palsu
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di marketplace. Melalui analisis komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
rekomendasi yang aplikatif, baik untuk penguatan regulasi, peningkatan literasi
masyarakat, maupun pengembangan sistem marketplace yang aman dari penyalahgunaan
merek terkenal.

PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas fenomena penyalahgunaan merek terkenal dalam
peredaran produk palsu di marketplace, mengkaji mekanisme hukum yang berlaku, bentuk
pelanggaran, serta strategi penegakan hukum. Pembahasan dibagi menjadi tiga sub:
bentuk penyalahgunaan merek, perlindungan hukum terhadap merek terkenal, dan
tantangan serta strategi penegakan hukum.

1. Bentuk Penyalahgunaan Merek Terkenal di Marketplace

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan merek terkenal di
marketplace memiliki beberapa bentuk. Pertama, peniruan nama atau logo merek terkenal
untuk produk yang kualitasnya tidak sesuai standar. Misalnya, produk tas, sepatu,
kosmetik, dan elektronik yang menampilkan logo merek terkenal namun diproduksi
dengan bahan murah dan kualitas rendah. Fenomena ini sejalan dengan teori trademark
infringement dalam hukum kekayaan intelektual, yang menyatakan bahwa penggunaan
merek yang sama atau mirip oleh pihak tidak berhak dapat menimbulkan kebingungan
konsumen dan merugikan pemilik merek (Landes & Posner, 2003).

Kedua, pemalsuan kemasan dan atribut produk yang meniru produk asli. Penjual di
marketplace seringkali membuat kemasan yang menyerupai produk asli, lengkap dengan
warna, desain, dan simbol yang mirip, sehingga konsumen sulit membedakan antara asli
dan palsu. Bentuk penyalahgunaan ini memanfaatkan keterbatasan pengawasan digital
dan anonimitas penjual. Dari perspektif hukum, hal ini termasuk perbuatan curang dan
melawan hukum, karena menipu konsumen dan merusak reputasi merek terkenal.

Ketiga, praktik listing ganda atau penyamaran penjual yang menggunakan akun
palsu untuk menjual produk tiruan. Penjual memanfaatkan sistem marketplace yang
memungkinkan identifikasi penjual terbatas, sehingga tindakan hukum terhadap
pelanggaran merek sering terhambat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran
marketplace dalam melakukan verifikasi penjual dan pengawasan konten.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan merek terkenal di
marketplace tidak hanya berupa pemalsuan fisik, tetapi juga melibatkan manipulasi digital
dan praktik curang yang memanfaatkan kelemahan sistem online. Hal ini menegaskan teori

35



Anisah Ahla, Nor Rif’'atin Nabilah, Nuril Auliya, Analisis Hukum Penyalahgunaan Merek Terkenal Dalam Peredaran
Produk Palsu Di Marketplace

digital enforcement challenges yang menyebutkan bahwa peredaran produk palsu dalam
perdagangan elektronik memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan inovatif.

2. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini
memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terkenal untuk melarang pihak lain
menggunakan merek serupa atau identik yang dapat menimbulkan kebingungan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini cukup tegas dalam hal tekstual, namun
implementasinya menghadapi kendala di lapangan.

Salah satu kendala utama adalah identifikasi produk palsu. Dalam marketplace,
banyak penjual menggunakan nama dan logo yang sedikit diubah atau disamarkan,
sehingga sulit dibuktikan sebagai pelanggaran. Penegak hukum memerlukan bukti kuat
untuk membuktikan kesengajaan penjual dalam meniru merek terkenal. Teori legal
certainty menekankan pentingnya kepastian hukum agar pemilik merek dapat menuntut
pelanggar dengan dasar yang jelas, namun praktik di marketplace menunjukkan adanya
celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek terkenal juga mencakup hak
preventif. Pemilik merek dapat mengajukan keberatan atau permohonan penutupan akun
penjual palsu di marketplace. Beberapa marketplace telah mengembangkan sistem
“notice and takedown” yang memungkinkan penjual atau pemilik merek melaporkan
produk palsu agar segera diturunkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini
efektif namun belum merata di semua platform, sehingga beberapa produk palsu tetap
beredar.

Dari perspektif teori intellectual property rights (IPR), perlindungan hukum tidak
hanya menitikberatkan pada sanksi, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi. Hal ini
sejalan dengan temuan penelitian, bahwa kombinasi regulasi hukum, peran marketplace,
dan kesadaran konsumen menjadi strategi penting dalam mencegah penyalahgunaan
merek.

3. Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan merek terkenal di marketplace
menghadapi berbagai tantangan. Pertama, keterbatasan yurisdiksi dan identitas penjual.
Marketplace berskala nasional maupun internasional sering memiliki penjual dari berbagai
wilayah, sehingga koordinasi antar-aparat hukum menjadi sulit. Fenomena ini sejalan
dengan teori cross-border enforcement challenges, yang menekankan bahwa
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perdagangan elektronik menuntut kerja sama lintas wilayah untuk penegakan hukum yang
efektif.

Kedua, rendahnya literasi konsumen mengenai produk asli dan palsu. Banyak
konsumen yang tidak mengetahui perbedaan kualitas, sehingga produk palsu tetap laku
dan menguntungkan penjual. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi edukasi
konsumen melalui kampanye, label keamanan, dan verifikasi produk resmi di marketplace.

Ketiga, keterbatasan sumber daya penegak hukum dalam menindak pelanggaran.
Proses investigasi dan pembuktian kasus membutuhkan waktu dan biaya yang tidak
sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya mekanisme kerja sama
antara marketplace dan pihak berwenang untuk mempermudah identifikasi, pelaporan,
dan penindakan pelanggaran.

Strategi penegakan hukum yang diusulkan meliputi:

o Penguatan regulasi dan sanksi untuk penjual yang melanggar merek terkenal.

» Pengembangan teknologi verifikasi produk dan penjual di marketplace.

o Edukasi konsumen mengenai ciri-ciri produk asli dan risiko membeli produk palsu.

e Kerja sama lintas pihak antara pemerintah, marketplace, dan asosiasi merek
terkenal.

Dengan mengintegrasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan penyalahgunaan
merek terkenal di marketplace dapat diminimalkan. Hasil penelitian ini juga menegaskan
bahwa perlindungan hukum semata tidak cukup; implementasi yang efektif memerlukan
kolaborasi antara hukum, teknologi, dan edukasi masyarakat.

Penyalahgunaan merek terkenal dalam peredaran produk palsu di marketplace
memiliki berbagai dampak yang signifikan bagi pemilik merek, konsumen, dan ekosistem
perdagangan digital secara keseluruhan. Bagi pemilik merek, dampak utama adalah
kerugian ekonomi akibat penurunan penjualan produk asli dan rusaknya reputasi merek.
Produk palsu yang beredar dengan kualitas rendah seringkali menimbulkan ketidakpuasan
konsumen, yang kemudian menurunkan kepercayaan terhadap merek asli. Selain itu,
pemilik merek harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengawasan, pengaduan
hukum, dan kampanye edukasi untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dari
perspektif hukum, praktik penyalahgunaan merek ini menciptakan tantangan dalam
penegakan hukum, karena memerlukan pembuktian yang rinci dan koordinasi antar-
lembaga yang kompleks, terutama dalam konteks perdagangan elektronik lintas wilayah.

Bagi konsumen, dampak penyebaran produk palsu juga signifikan. Produk palsu
seringkali tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan, sehingga berpotensi
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membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Selain itu, konsumen
menanggung risiko finansial karena membayar harga yang tidak sebanding dengan
kualitas produk. Dampak lain yang muncul adalah ketidakpastian dalam bertransaksi di
marketplace; konsumen menjadi lebih waspada dan cenderung ragu membeli produk
bermerek, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekosistem perdagangan digital
secara umum. Dari sisi marketplace, penyebaran produk palsu dapat merusak reputasi
platform, mengurangi kepercayaan pengguna, dan menimbulkan risiko hukum jika
platform dianggap lalai dalam pengawasan konten dan transaksi.

Untuk mengatasi dampak tersebut, berbagai solusi dapat diterapkan secara
terpadu. Pertama, penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum sangat penting.
Pemerintah perlu menegaskan sanksi yang jelas bagi pihak yang melakukan pelanggaran
merek terkenal, termasuk denda, penyitaan produk, dan penutupan akun penjual di
marketplace. Kedua, marketplace perlu meningkatkan sistem verifikasi penjual dan
produk, menggunakan teknologi canggih seperti Al atau blockchain untuk mendeteksi dan
mencegah penjualan barang palsu secara proaktif. Sistem “notice and takedown” yang
cepat dan responsif juga harus diterapkan secara konsisten agar laporan pemilik merek
dapat segera ditindaklanjuti.

Selain itu, edukasi konsumen menjadi solusi preventif yang efektif. Konsumen perlu
diberikan informasi mengenai ciri-ciri produk asli, risiko membeli produk palsu, dan cara
melakukan verifikasi di marketplace. Kampanye literasi digital dan publikasi panduan resmi
oleh pemerintah dan asosiasi merek terkenal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
dan meminimalkan risiko membeli produk tiruan. Edukasijuga dapat dilakukan melalui fitur
edukatif di marketplace, seperti label “verified product” atau notifikasi peringatan ketika
produk yang dijual dicurigai palsu.

Selanjutnya, kerja sama antara berbagai pihak menjadi kunci efektivitas solusi ini.
Pemilik merek, marketplace, aparat penegak hukum, dan asosiasi konsumen perlu
berkolaborasi secara aktif. Kerja sama ini mencakup pertukaran data, koordinasi
penindakan, pengembangan regulasi adaptif, dan monitoring berkelanjutan. Pendekatan
terpadu ini diharapkan tidak hanya mengurangi peredaran produk palsu, tetapi juga
menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, transparan, dan dapat dipercaya.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan merek terkenal dalam peredaran produk
palsu di marketplace, termasuk mekanisme perlindungan hukum, bentuk pelanggaran,
dampak yang timbul, serta strategi penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menyeluruh mengenai fenomena ini.
Pertama, penyalahgunaan merek terkenal di marketplace terjadi dalam berbagai bentuk,
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mulai dari peniruan nama dan logo, pemalsuan kemasan, hingga praktik penjual yang
menggunakan akun atau identitas palsu untuk menjual produk tiruan. Bentuk-bentuk
penyalahgunaan ini menimbulkan risiko signifikan bagi pemilik merek, konsumen, dan
ekosistem perdagangan digital secara umum. Dari perspektif hukum, fenomena ini
termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual dan perbuatan curang yang dapat
merugikan pihak lain. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi
merek terkenal sebagai aset strategis perusahaan.

Kedua, perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia telah diatur
secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk
mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip yang berpotensi
menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Meskipun regulasi sudah memadai dari
sisi normatif, penelitian menunjukkan adanya kendala dalam implementasinya, khususnya
dalam konteks perdagangan elektronik. Kesulitan identifikasi produk palsu, verifikasi
penjual, dan pembuktian kesengajaan penjual menjadi hambatan utama. Hal ini
menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan merek terkenal
memerlukan mekanisme adaptif yang mempertimbangkan karakteristik marketplace,
teknologi digital, dan perilaku konsumen.

Ketiga, dampak penyalahgunaan merek terkenal cukup luas. Bagi pemilik merek,
dampak utama adalah kerugian finansial dan reputasi, yang berpotensi menurunkan
kepercayaan konsumen terhadap produk asli. Bagi konsumen, produk palsu menimbulkan
risiko kualitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap transaksi di marketplace. Sementara
itu, marketplace sebagai platform digital menghadapi risiko reputasi dan kemungkinan
tanggung jawab hukum jika tidak mengambil langkah preventif untuk menekan peredaran
produk palsu. Berdasarkan temuan penelitian, dampak-dampak ini tidak hanya bersifat
ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, edukatif, dan perlindungan konsumen,
sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif.

Solusi terhadap permasalahan ini harus bersifat terpadu dan multidimensional.
Pertama, penguatan regulasi hukum dan mekanisme penegakan hukum menjadi prioritas.
Pemerintah perlu menegaskan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar merek terkenal,
termasuk denda, penyitaan produk, dan penutupan akun penjual. Pengawasan hukum
yang ketat juga perlu didukung dengan prosedur pelaporan yang cepat, transparan, dan
mudah diakses oleh pemilik merek maupun pihak marketplace. Kedua, marketplace
sebagai medium perdagangan digital harus meningkatkan sistem verifikasi penjual dan
produk, menggunakan teknologi canggih seperti Al atau blockchain untuk mendeteksi dan
mencegah penjualan barang palsu. Sistem “notice and takedown” yang cepat dan
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responsif juga harus diimplementasikan secara konsisten agar laporan produk palsu dapat
ditindaklanjuti tanpa hambatan.

Ketiga, edukasi konsumen memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran
produk palsu. Konsumen perlu diberikan informasi mengenai ciri-ciri produk asli, risiko
membeli produk palsu, dan mekanisme verifikasi di marketplace. Peningkatan literasi
digital dan kesadaran konsumen dapat menjadi strategi preventif yang efektif, karena
konsumen yang lebih kritis akan menolak membeli produk tiruan, sehingga secara tidak
langsung menekan keuntungan penjual produk palsu. Kampanye edukasi ini dapat
dilakukan melalui media sosial, website resmi marketplace, label keamanan, dan publikasi
panduan resmi dari pemerintah serta asosiasi merek terkenal.

Keempat, kerja sama antar-pihak menjadi kunci keberhasilan penanggulangan
penyalahgunaan merek terkenal. Pemilik merek, marketplace, aparat penegak hukum, dan
asosiasi konsumen perlu menjalin koordinasi yang erat untuk memperkuat mekanisme
pencegahan dan penindakan. Kerja sama ini mencakup pertukaran data, koordinasi
penegakan hukum, pengembangan regulasi adaptif, monitoring berkelanjutan, serta
evaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan
tindakan preventif dan kuratif dilakukan secara bersamaan, sehingga perlindungan merek
terkenal menjadi lebih optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan merek
terkenal dalam marketplace merupakan masalah hukum dan sosial yang kompleks.
Perlindungan hukum yang tegas, implementasi teknologi verifikasi, edukasi konsumen,
dan kerja sama lintas pihak merupakan langkah-langkah strategis yang dapat mengurangi
peredaran produk palsu. Penegakan hukum semata tidak cukup; keberhasilan
perlindungan merek terkenal memerlukan integrasi antara hukum, teknologi, dan
kesadaran masyarakat. Dengan demikian, marketplace dapat menjadi platform
perdagangan digital yang aman, transparan, dan dapat dipercaya, konsumen terlindungji,
dan pemilik merek dapat mempertahankan reputasi serta nilai ekonomis produknya.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum terkait
merek terkenal di era digital, sekaligus menjadi referensi praktis bagi pembuat kebijakan,
marketplace, dan pihak terkait lainnya dalam merancang strategi perlindungan yang
efektif. Rekomendasi utama yang muncul dari penelitian ini adalah perlunya penguatan
regulasi, peningkatan mekanisme penegakan hukum, edukasi konsumen, dan kerja sama
lintas pihak secara berkelanjutan. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan tidak
hanya meminimalkan penyalahgunaan merek terkenal, tetapi juga mendukung
pertumbuhan perdagangan digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
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